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PERATURAN DESA 
KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KALIPELUS
KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA 
TAHUN 2020 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 
KEPALA DESA KALIPELUS,

	Menimbang :
	a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
b. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Kalipelus, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun mendatang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2027;



	Mengingat   :
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian



  Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
21. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomo 08 );
22. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa  Kalipelus (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomor 09 );
23. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2023 Nomor 3 );
24. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Kalipelus  (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2023 Nomor 8 );







Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPELUS
dan
KEPALA DESA KALIPELUS


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA  KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:
1. Desa adalah Desa Kalipelus ;
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
15. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (enam) tahun. 
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
2. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
4. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan  gender,  perlindungan  terhadap   anak,   pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian,  serta kearifan lokal.
10. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
11. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
12. Misi  Kepala Desa adalah  pernyataan tentang  sesuatu  yang  harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

(1) Review RPJMDesa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2027.
(2) Review RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa oleh Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 untuk jangka waktu 8(delapan) tahun.
Pasal 3
(1) Review RPJMDesa dijabarkan dalam RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDesa.




(3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Daftar Usulan RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMDesa
Pasal 4
RPJMDesa terdiri atas sistematika sebagai berikut :
a. BAB I 	PENDAHULUAN;
b. BAB II 	GAMBARAN UMUM DESA;
c. BAB III	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA;
d. BAB IV  VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA;
e. BAB V	PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG;
f. BAB VI 	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; dan
 g. BAB VII	 PENUTUP.

Pasal 5

Dokumen RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMDesa

Pasal 6
(1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Review RPJMDesa.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggarakan pelaksanaan Review RPJMDesa.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil RPJMDesa.


BAB V
PERUBAHAN RPJMDesa
Pasal 7
(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal: 


a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau 
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.

(2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Pada saat RPJMDesa Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPDesa Tahun 2026 berpedoman pada hasil Evaluasi RPJMDesa Tahun 2020-2027, Pedoman Sinkronisasi dan Transisi Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, dan kondisi terkini Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kalipelus 
Pada tanggal 16 September 2024

KEPALA DESA KALIPELUS



HARTININGSIH

Ditetapkan di Kalipelus 
pada tanggal 16 September 2024
SEKRETARIS DESA, 


SUPANGAT
LEMBARAN DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA  KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 04


LAMPIRAN
PERATURAN DESA KALIPELUS
KECAMATAN PURWANEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR  4  TAHUN 2024
TENTANG
REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020-2027
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DAFTAR ISI


BAB I PENDAHULUAN
1.  Latar Belakang
2.  Dasar Hukum
3.  Maksud dan Tujuan
4.  Hubungan RPJMDesa dan Dokumen Perencanaan Lainnya
5.  Proses Tahapan Penyusunan RPJMDesa

BAB II GAMBARAN UMUM DESA
1. Legenda dan Sejarah Desa
2. Potensi Sumber Daya Alam (Data Profil Desa)
3. Potensi Sumber Daya Manusia (Data Profil Desa)
2. Potensi Kelembagaan (Data Profil Desa)
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BAB III  RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA
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3.  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
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BAB IV  VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA.
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3.  Arah Kebijakan Pembangunan Desa
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BAB V PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN
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BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB VII PENUTUP

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 


BAB I
PENDAHULUAN


A.  LATAR BELAKANG 
Bahwa   berdasarkan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014 tentang   Desa,    adalah   kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak asal usul,  dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan Pengaturan dalam Undang-Undang   Nomor   3  Tahun   2024 tentang   Desa yaitu, yaitu:
1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 
8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan              
9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. 
Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang   Nomor   6
Tahun   2014 tentang   Desa adalah:
1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala  lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai  yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;


4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;             
5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan  yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa  serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; 
12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan  program pembangunan Desa.
Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai   perencanaan   yang   matang   dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan  transparansi  serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa  (RPJMDesa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana   Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJMDesa maupun RKPDesa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APBDesa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Sehingga Dokumen RPJMDesa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupuan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

	RPJMDesa Kalipelus Tahun 2020-2025 disusun berdasarkan pada:




	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;






9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);




19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
21. Peraturan Desa Kalipelus  Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kalipelus (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomor 08 );
22. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Kalipelus (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomor 09 );




C. MAKSUD DAN TUJUAN

Review RPJMDesa Kalipelus Tahun 2020–2027 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa Kalipelus yang berkesinambungan selama periode tersebut.
Adapun tujuan penyusunan dokumen Review RPJMDesa Kalipelus Tahun 2020–2027  adalah:

1. 	Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa Kalipelus Tahun 2020–2027;
2. 	Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa; dan
3. 	Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa.


D. HUBUNGAN RPJMDesa dan DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan Review RPJMDesa Desa Kalipelus Tahun 2020–2027 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Kalipelus khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPDesa.
Selanjutnya, RPJMDesa setiap akan dijabarkan dalam bentuk RKPDesa untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan APBDesa Pemerintah Desa Kalipelus





E. PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDesa 

Proses Penyusunan Review RPJMDesa Desa Kalipelus Tahun 2020–2027 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini:
1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa;
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
3. Pengkajian Keadaan Desa;
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa; 
5. Penyusunan Rancangan Review RPJMDesa;
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; Dan
7. Penetapan Review RPJMDesa.


BAB II
GAMBARAN UMUM DESA


A. LEGENDA DAN SEJARAH DESA 

1.  LEGENDA DESA
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  SEJARAH DESA
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



B. POTENSI SUMBER DAYA ALAM (Data Profil Desa 2023)

A. KONDISI GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
1. Luas dan batas desa.
Desa Kalipelus  mempunyai luas wilayah  244,220 hektar dengan batas-batas:
Sebelah selatan	: Desa Parakan
Sebelah barat	: Desa Purwanegara
Sebelah utara	: Kec.Rakit
Sebelah timur 	: Desa Gumiwang
2. Tata guna tanah.
Tata guna tanah Desa Kalipelus sbb :
	PENGGUNA TANAH
	LUAS TANAH

	Tanah Sawah :
a. Irigasi
b. ½  Irigasi
c. Sederhana
d. Tadah Hujan
Tanah Kering :
a. Pekarangan  dan Bangunan
b. Tegalan
c. Kolam
d. Lain-lain
	
90,815 Ha
10,020 Ha
  2,130 Ha
--

 56,360 Ha
 61,010 Ha
 20,200 Ha
   4,315 HaHaHa Ha

	JUMLAH
	244,220 Ha




C. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (Data Profil Desa 2023)

B. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA.
Jumlah penduduk Desa Kalipelus  terdiri dari laki-laki 2.298 orang dan perempuan 2.268 orang. Jumlah penduduk menurut kelompok umur sebagai berikut :

	UMUR
	JUMLAH PENDUDUK

	0- 4     tahun
	308 orang

	5-9   tahun
	380 orang

	10-14 tahun
	338 orang

	15-19 tahun
	325 orang

	20-24 tahun
	374 orang

	25-29 tahun
	325 orang

	30-34 tahun
	368 orang

	35-39 tahun
	330 orang

	40-44 tahun
	305 orang

	45-49 tahun
	237 orang

	50 -54 tahun
	292 orang

	55 - 59 tahun
	218 orang

	60 - 64 tahun
	186 orang

	65 - 69 tahun
	88 orang

	70-74 tahun
	164 orang

	75≥...........tahun
	164 orang

	JUMLAH
	4.566 orang 



Sedangkan distribusi penduduk menurut jenis pekerjaan sebagai berikut :
	JENIS PEKERJAAN
	JUMLAH

	Petani sendiri
	371 orang

	Buruh tani
	78 orang

	Buruh Harian lepas
	385 orang

	Pedagang/ pengusaha
	41 orang

	
	

	Buruh industri 
	214. orang

	Tukang Batu
	14.orang

	Pengangkutan 
	21. orang

	TNI/POLRI/PNS
	98. orang

	Pensiunan 
	84. orang

	Pelajar/mahasiswa
	744 orang

	Tidak/belum bekerja
	826 orang

	JUMLAH
	4.566 orang


Sementara itu distribusi penduduk menurut jenis pendidikan sebagai berikut :

	TINGKAT PENDIDIKAN                                               
	JUMLAH

	Tamat  PT
	    125. orang

	Tamat akademi
	  84. orang

	Tamat SLTA	
	  765. orang

	Tamat SLTP
	  771. orang

	Tamat SD
	1.526 orang

	Belum tamat SD
	519. orang

	Tidak Sekolah
	     776 .orang

	JUMLAH
	              4.566 orang



D. POTENSI KELEMBAGAAN (Data Profil Desa 2023)

1. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD.
2. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang mencakup
	sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang terdiri dari Lima  kepala dusun
	Tiga kepala urusan, dan Tiga kepala Seksi  serta Satu Staf Kasi Kesra .(sesuai
	 dengan SOT masing-masing desa) .Kepala 	desa memimpin penyelenggaraan
	 pemerintahan desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD. 
3. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekretaris desa, kepala dusun dan pelaksana teknis lapangan bertanggung jawab kepada kepala desa. 
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya staf urusan bertanggung jawab kepada kepala urusan dan kepala urusan bertanggung jawab kepada sekretaris desa. 
6. Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan,Pembinaan Masyarakat,Pemberdayaan Masyarakad dan Penanggulangan Bencana, kepala desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan desa yang ada. 

E. POTENSI PRASARANA DAN SARANA (Data Profil Desa 2023)

1. Aspek Ekonomi
Kegiatan perekonomian desa dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah prasarana ekonomi, kekayaan desa dan perkembangan kelompok usaha ekonomi desa. Jumlah prasarana ekonomi desa antara lain : 
	PRASARANA EKONOMI 
	JUMLAH 

	Toko/ Kios 
	2. orang

	Warung
	73.orang

	Koperasi 
	415. orang

	Lumbung desa 
	0. orang

	Mobil pick kup 
	9. orang

	Truk/ col 
	38 orang

	Lain-lain
	312. orang

	JUMLAH 
	854. .orang


Sedangkan kekayaan desa antara lain : 
	ASET DESA
	LUAS

	Tanah kas desa untuk bengkok kades dan perangkat 
	23,545 Ha

	Tanah kas desa untuk pembangunan desa 
	         0 Ha

	Bangunan desa 
	0,1450 Ha

	Pasar desa 
	0

	Dst 
	0

	JUMLAH 
	23,695 Ha


Sementara untuk perkembangan usaha ekonomi desa sebagai berikut : 
- Adanya BUMDes.
- Kegiatan Simpan Pinjam di Dusun-dusun

2.  Aspek Sosial Budaya
Aspek sosial budaya mencakup pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, agama, pemuda dan olahraga.
3. Aspek Pendidikan 
Aspek pendidikan mencakup jumlah prasarana pendidikan, rasio guru dan murid, angka partisipasi sekolah, penurunan jumlah penduduk yang buta huruf dan angka kelulusan pada semua level sekolah. Sebagai terlihat pada tabel sebagai berikut : 
	INDIKATOR PENDIDIKAN 
	JUMLAH 

	Angka Partisipasi kasar/ murni SD/MI
	1854

	Angka Partisipasi Kasar/ Murni SLTP/ MTs
	597

	Angka  Partisipasi kasar/ murni SLTA/ 
	554

	Rasio guru/ murid TK 
	1/10

	Rasio guru/ murid SD 
	1/20

	Rasio guru/ murid SLTP
	1/40

	Rasio guru/ murid SLTA
	1/75

	Jumlah TK 
	3

	Jumlah SD 
	3

	Jumlah MI
	1

	Jumlah SLTP
	1

	Jumlah SLTA
	-

	Angka  kelulusan tahun 2020
	

	Angka melek  huruf 
	4421



4. Aspek kesejahteraan Sosial 
Pada aspek kesejahteraan sosial, mencakup banyaknya penyandang masalah sosial menurut jenisnya sebagai berikut : 
- 	Pengemis, gelandangan dan orang terlantar	:	0 .orang
- 	Tuna susila 	:  0. orang
- 	Tuna Netra 	:  2. orang
- 	Bisu/ tuli	:  3. Orang
- 	Yatim piatu dan akan terlantar 	:  0.  orang
- 	Orang jompo	:  22.  orang
- 	Keluarga pra sejahtera	:  569 KK
- 	Keluarga sejahtera I 	:  290 KK
- 	Keluarga sejahtera II 	:  320 KK
- 	Keluarga sejahtera III	:  255 KK
- 	Keluarga sejahtera III +	:    36  KK

5. Aspek Kesehatan 
Pada aspek kesehatan  mencakup beberapa indikator pembangunan bidang kesehatan sebagai berikut : 
i. Angka kematian bayi 1 dari jumlah bayi hidup 89. orang pada tahun 2019. 
ii. Angka harapan hidup  65 tahun.
iii. Angka kematian ibu melahirkan 0  orang dari jumlah ibu yang melahirkan 89. orang.
iv. Kondisi anak dengan kategori gizi buruk  1  % 
v. Jumlah posyandu 5 Buah
vi. Jumlah Bidan Desa 1 Orang
vii. Jumlah jamban 815 dari kepala keluarga berjumlah  1.492 KK
6. .  Aspek Agama 
Pada aspek agama mencakup struktur penduduk berdasarkan pemeluk agama, sebagian besar penduduk adalah pemeluk agama Islam. Data selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut : 
- 	Islam 	:      4.487. orang 
- 	Katolik	:            14. orang
- 	Kristen 	:        133. orang
- 	Hindu 	:            0. orang
- 	Budha 	:            0. orang
- 	Lain-lain 	:            0. Orang
prasarana Keagamaan meliputi masjid 8.  buah langgar/ mushla 10 Buah, vihara/ pura/Greja  1  buah,/ kerukunan umat beragama di desa cukup mantap. 
7. Aspek pemuda dan olah raga 
Pada aspek pemuda dan olahraga mengandung pengertian bahwa struktur penduduk di desa Kalipelus  di dominasi oleh pemuda. Oleh karena itu, pembinaan dan penyediaan fasilitas untuk perkembangan kreatifitas dan olahraga menjadi agenda utama dalam pengembangan pemuda. 

Fasilitas/ prasarana yang disediakan untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga serta kesenian meliputi : 
i. Lapangan olahraga	: 1.  tempat
ii. Lapangan bola Volly	: 2.  tempat
iii. Padepokan lapangan pencak silat 	: 0.  tempat
8.     Aspek Kebudayaan 
Kegiatan kebudayaan yang pernah dilakukan di desa ini meliputi pengembangan dan pelestarian. Kegiatan  yang dilakukan antara lain : seni budaya, kudalumping, karawitan, kosidah dan lain-lain 
9.     Aspek sarana dan prasarana. 
Aspek prasarana dan sarana Desa meliputi prasarana jalan, prasarana pengairan dan prasarana komunikasi. Prasarana jalan yang ada meliputi jalan desa sepanjang 5400.M  dengan kondisi 90.% sudah beraspal. Prasarana pengairan beberapa teralisasi lapangan irigrasi pedesaan, sedangkan prasarana komunikasi menggunakan telepon seluler  dari telkomsel, indosat dan sebagainya
10.    Isue Startegis 
Mendasarkan  kondisi objektif di daerah dan desa masih menunjukan banyaknya masalah dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Isue startegis yang harus segera diatasi  adalah meliputi : 
i. Masih tingginya  pengangguran terbuka 
ii. Masih adanya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. 
iii. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal. 
iv. Kualitas pendidikan dan kesehatan  rakyat masih relatif rendah. 
v. Penegakan hukum dan reformasi belum didukung secara optimal. 
vi. Belum memadainya  kemampuan dalam menangani bencana. 
vii. Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antara wilayah khusunya  di desa perbatasan dan wilayah terisolir.
viii. Dukungan infrastruktur desa  masih belum memadai.
11.     Permasalahan pembangunan 
Permasalahan mendasar pembangunan  desa yang perlu segera ditangani meliputi : kemiskinan, pengangguran, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan desa, lambatnya proses peninglatan derajat  ekonomi desa dan kesenjangan pertumbuhan antar desa. 
BAB III
PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perumusan diartikan sebagai proses, perbuatan merumuskan pernyataan yang ringkas dan tepat sedangkan prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain dan masalah adalah sesuatu (persoalan) yang harus diselesaikan (dipecahkan).
Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” (kesenjangan harapan) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan desa pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. 
Perumusan Masalah Prioritas yang akan ditangani selama 6 (enam) tahun dalam RPJMDesa Kalipelus dikelompokkan berdasarkan Bidang, Sub Bidang sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banjarnegara.
Berdasarkan hasil  Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJMDesa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang dibagi dalam 5 (lima) bidang dengan uraian sebagai berikut:

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Kalipelus Tahun 2020–2025,     maka     dapat     dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut : 
1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa
a. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
b. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat 
tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
f. Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain).
g. Belum Optimalnya Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.

2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
c. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.
d. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan 
a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain).
b. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa.
c. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa.
d. Belum Optimalnya Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan
a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler).
b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa).
c. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa,dan lain-lain).
d. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa, dan seluruh dokumen terkait).
e. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan).
f. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).
g. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.
h. Belum Optimalnya Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa.

5. Sub Bidang Pertanahan
a. Belum dilaksanakannya Sertifikasi Tanah Kas Desa.
b. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
c. Belum adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
d. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah kas Desa.
e. Belum Optimalnya pengelolaanTanah Bengkok. 
3.2.  Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten     Banjarnegara     Tahun 2020 s/d 2025,     maka     dapat     dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :
a. Sub Bidang pendidikan
1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
2. Belum Optimalnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
3. Belum optimalnya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
4. Belum adanya Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
5. Belum optimalnya Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
6. Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/ buku/ bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan

b. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya)
2. Belum optimalnya Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
3. Belum optimalnya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain)
4. Belum optimalnya Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Belum optimalnya Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita 
6. Belum optimalnya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa
7. Belum optimalnya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa **
8. Belum optimalnya Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih / sanitasi/ kebersihan lingkungan/ jambanisasi/ mandi, cuci, kakus ;
9. Belum optimalnya Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana mobil/ kapal motor untuk ambulance Desa;
10. Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 
11. Belum optimalnya Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya Pemeliharaan jalan Desa;
2. Belum optimalnya Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
3. Belum optimalnya Pemeliharaan jalan usaha tani;
4. Belum optimalnya Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
5. Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa ;
6. Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang;
7. Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani ;
8. Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa ;
9. Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
10. Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa ;
11. Belum optimalnya Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
12. Belum optimalnya Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
d. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan program pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni  Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
2. Belum optimalnya pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
3. Belum optimalnya pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
4. Belum optimalnya pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
5. Belum adanya pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
6. Belum optimalnya pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
7. Belum optimalnya pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
8. Belum optimalnya pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
9. Belum optimalnya pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
10. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah; 
11. Belum optimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

e. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup,  terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup Desa;
2. Belum optimalnya pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Belum optimalnya penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
4. Belum optimalnya pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
5. Belum optimalnya perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk  mata air;
6. Belum optimalnya pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai; 
7. Belum optimalnya penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian; 
8. Belum optimalnya pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah; 
f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
2. Belum optimalnya  pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
3. Belum optimalnya pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/ telepon umum/ radio Single Side Band (SSB) **.

g. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/ pembangkit listrik tenaga
 mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/ pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
2. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
3. Belum optimalnya pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelap/ penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
4. Belum optimalnya pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak**.

h. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan: 
1. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
2. Belum optimalnya pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
3. Belum optimalnya pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
4. Belum optimalnya pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata**.

3.3.  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara  Kabupaten     Banjarnegara     Tahun 2020 s/d 2027,     maka     dapat     dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :
a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan: 
1. Belum optimalnya pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain); 
2. Belum optimalnya penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
3. Belum optimalnya koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
4. Belum optimalnya pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
5. Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

b. Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan terdiri dari jenis Kegiatan : 
1. Belum optimalnya penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
2. Belum optimalnya penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
3. Belum optimalnya fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan

d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan: 
1. Belum optimalnya pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

3.4.  Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara  Kabupaten     Banjarnegara     Tahun 2020 s/d 2025,     maka     dapat     dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

a. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Belum optimalnya pemeliharaan karamba/ kolam perikanan darat milik Desa;
2. Belum optimalnya pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan karamba/kolam perikanan milik Desa;
3. Belum optimalnya bantuan perikanan (bibit/pakan dst);
4. Belum optimalnya pelatihan perikanan/ kelompok ikan *;

b. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Belum optimalnya peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
2. Belum optimalnya peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
3. Belum optimalnya pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
4. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
5. Belum optimalnya pelatihan kelompok tani

c. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Belum Optimalnya Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa; 
2. Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
3. Belum Optimalnya Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
4. Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/ Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
5. Belum Optimalnya Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa; 
6. Belum Optimalnya Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan  musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
7. Belum Optimalnya Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas; 
8. Belum Optimalnya Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam**.

d. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan : 
1. Belum Optimalnya Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
2. Belum Optimalnya Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
3. Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan  pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
4. Belum Optimalnya Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
5. Belum Optimalnya Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
6. Belum Optimalnya Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
7. Belum Optimalnya Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.
e. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Belum Optimalnya Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
2. Belum Optimalnya modal yang ada bagi rumah tangga miskin.

f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Belum Optimalnya Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
2. Belum Optimalnya Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
3. Belum Optimalnya Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;

3.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara  Kabupaten     Banjarnegara     Tahun 2020 s/d 2027,  maka     dapat     dirumuskan prioritas masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa sebagai berikut :

a. Sub Bidang penanggulangan bencana terdiri dari jenis Kegiatan:
Penanggulangan Bencana.
1. Belum Optimalnya angaran penanggulangan bencana alam ;
2. Belum Optimalnya angaran tindakan-tindakan adanya bencana alam ;
b. Sub Bidang keadaan darurat terdiri dari jenis Kegiatan:
Keadaan Darurat.
1. Belum Optimalnya angaran keadaan darurat bencana ;
2. Belum Optimalnya angaran tindakan-tindakan darurat bencana ;

c. Sub Bidang keadaan mendesak terdiri dari jenis Kegiatan:
Keadaan Mendesak.
1. Belum Optimalnya angaran keadaan darurat bencana ;
2. Belum Optimalnya angaran tindakan-tindakan darurat bencana ;


BAB IV
VISI , MISI,  DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA


1.  VISI 
Visi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pandangan atau wawasan ke depan. Visi pembangunan dalam Review RPJMDesa Tahun 2020-2027 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut: 

“Desa Kalipelus Yang Jujur, Adil, Bermartabat dan Sejahtera ”

Dalam menterjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan pokok-pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat  3 (tiga) pokok visi, yaitu:
1) Desa Kalipelus menjadi Desa yang Jujur dan Adil
Jujur menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan tulus, dan ikhlas. Sedangkan Adil menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.
Dengan pokok visi ini diharapkan Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan tulus, dan ikhlas serta sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang demi kepentingan warga Desa Kalipelus

2) Desa Kalipelus menjadi Desa yang Bermartabat, 
Bermartabat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mampu mandiri diatas kemampuan sendiri,mempunyai prinsip, di hargai dan di hormati.
Dengan pokok visi ini diharapkan Pemerintah Desa dalam Membangun Masyarakat Desa Yang Mandiri Dan Berkemajuan.

3) Desa Kalipelus menjadi Desa yang Sejahtera, 
Sejahtera menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Dengan pokok visi ini diharapkan Pemerintah Desa dalam Mensejahterakan masyarakat lebih memenitingkan kaum yang lemah dan tidak mendeskriminasikan kaum yang kuat dan lemah

2.  MISI 
Misi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi.

 Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi :













Tabel 4.1. Perumusan Misi

	NO
	POKOK VISI
	MISI

	1
	Desa Kalipelus menjadi Desa yang Jujur dan Adil

	Peningkatan kualitas Sumber Daya Pemerintahan dan Masyarakat yang Unggul 
	Mewujudkan pemerintahan desa yang adil, bersih dari korupsi, berwibawa dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan Profesionalisme dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa


	
	
	Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dan pembangunan 

	Mewujudkan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

	2
	
Desa Kalipelus  menjadi Desa yang Sejahtera 

	Peningkatan kualitas pelayanan Dasar
	Mewujudkan mayarakat yang sejahtera baik lahir maupun bathin dengan rasa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.


	
	
	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup

	Mewujudkan sejahtera dalam sektor ekonomi dengan meningkatkan kualitas drajat hidup terutama masyarakat ekonomi lemah.

	3
	
Desa Kalipelus  menjadi Desa yang Sejahtera 

	Peningkatan kualitas pelayanan Dasar
	Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dengan skala prioritas Desa siaga guna pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran warga

	
	
	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup
	Mewujudkan dan meningkatkan sumber saya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.



Dalam membangun Desa Kalipelus dilaksanakan dengan Gotong Royong, Jujur dan Adil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Dengan Pokok Visi ini diharapkan semua proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dilaksanakan secara gotong royong dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu oleh seluruh warga Desa Kalipelus :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang adil, bersih dari korupsi, berwibawa dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan Profesionalisme dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
3. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dengan skala prioritas Desa siaga guna pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran warga. 
4. Mewujudkan dan meningkatkan sumber saya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.
5. Mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
6. Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang.

3.  ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program  dan  kegiatan  pembangunan  Desa Kalipelus Kecamatan  Purwanegara Desa Kalipelus selama periode Tahun 2020-2027

Misi pertama : Pembangunan yang berkeadilan dan sejahtera

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;
1. Pembangunan di semua Dusun dengan mengedapnkan prioritas di Dusun masing-masing;
2. Peningkatan kesehatan dalam mengantisipasi adanya stunting;
3. Peningkatan ekononomi kerakyatan di Desa Kalipelus;
4. Memaksimalkan  potensi Desa yang ada dan kearifan loka Desa.

Misi kedua : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Arah  Kebijakan  Pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  untuk mencapai misi ini antara lain ;
1. Mengoptimalkan potensi Desa yang ada;
2. Memberdayakan Sumber Daya Alam yang ada;
3. Memberdayakan Sumber Manusia sebagai penggerak perekonomian rakyat;
4. Memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan

Misi ketiga : Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa
Arah  Kebijakan  Pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  untuk mencapai misi ini antara lain :
1. Mengadakan bimbingan dan pelatihan KepalaDesadan Perangkat Desa;
2. Mengadakan bimbingan dan pelatihan bagi lembaga Desa;
3. Mengadakan study banding Desa yang sudah maju dan mandiri;
4. Mengadakan pelatihan bagi BUMDes;

4.  ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa :

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2025 yang merupakan potensi Desa dan  sebagai  pendapatan   Desa     Kalipelus  sesuai   urusannya   diarahkan melalui  upaya  peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana transfer  serta pendapatan lain-lain. Upaya-upaya    yang    akan dilakukan    oleh Pemerintah   Desa   untuk   meningkatkan pendapatan Desa adalah :
1. Memaksimalkan kegiatan BUMDES yang sudah terbentuk ;
2. Adanya sumbangan-sumbangan dari Pihak Ketiga;
3. Peran serta masyarakat dalam mendukung usaha ekonomi kerakyatan.

PREDIKSI  PENDAPATAN  DESA KALIPELUS  
TAHUN 2020 - 2027

	Sumber Pendapatan
	
Tahun 2020
	
Tahun 2021
	
Tahun 2022
	
Tahun 2023
	
Tahun 2024
	
Tahun 2025

	
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Pendapatan Asli Desa
	407.700.000
	408.500.000
	409.500.000
	410.500.000
	410.500.000
	412.500.000

	Hasil Usaha
	1.200.000
	2.000.000
	3.000.000
	4.000.000
	5.000.000
	6.000.000

	Hasil Aset
	406.500.000
	406.500.000
	406.500.000
	406.500.000
	406.500.000
	406.500.000

	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Pendapatan Transfer
	1.467.047.
400
	1.957.059.400
	1.517.997.400
	1.537.159.400
	1.551.259.400
	1.713.547.400

	Dana Desa
	943.708.000
	965.708.000
	972.808.000
	985.920.000
	995.870.000
	1.150.708.000

	Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten
	31.462.000
	31.462.000
	32.250.000
	35.400.000
	37.270.000
	40.750.000

	Alokasi Dana Desa
	429.738.000
	432.750.000
	435.800.000
	438.700.000
	440.980.000
	444.950.000

	
	
	
	
	
	
	

	Bantuan Keuangan
	
	150.000.000
	

	
	
	

	Bantuan Provinsi
	55.000.000
	370.000.000
	70.000.000
	70.000.000
	70.000.000
	70.000.000

	Bantuan Kabupaten 
	7.139.400
	7.139.400
	7.139.400
	7.139.400
	7.139.400
	7.139.400

	
	
	
	
	
	
	


	Pendapatan Lain lain
	27.500.000
	30.500.000
	32.500.000
	35.000.000
	37.500.000
	39.500.000

	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
	27.500.000
	30.500.000
	32.500.000
	35.000.000
	37.500.000
	39.500.000

	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	JUMLAH TOTAL
	27.500.000
	30.500.000
	32.500.000
	35.000.000
	37.500.000
	39.500.000






b. Arah Kebijakan Belanja Desa :

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan   efektivitas   dan efisiensi     penggunaan anggaran   dalam   belanja  bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa. Kebijakan belanja   Desa    diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan  yang  proporsional,  efisien  dan  efektif, antara lain melalui:
1. Efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran/target;
2. Akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Tahunan;
3. Transparanis anggaran yang bisa di pertanggungjawabkan.

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas Bidang/Sub Bidang/kegiatan maka kebijkan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :


PREDIKSI
ALOKASI INDIKATIF BELANJA
DESA KALIPELUS
TAHUN 2020 - 2027
	URAIAN BELANJA
	TAHUN

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	 
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.

	Belanja  Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	952.200.000
	958.500.000
	961.200. 000
	965.800.000
	968.500.000
	975.200.000
	   1.120.000.000 
	   1.150.000.000 

	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
	967.948.000
	975.600.000
	978.850. 000
	980.700.000
	985.750.000
	988.800.000
	   1.020.000.000 
	   1.120.000.000 

	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	17.109.000
	20.750.000
	24.400.000
	26.650.000
	28.700.000
	30.800.000
	         65.000.000 
	         78.000.000 

	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	12.210.000
	25.500.000
	27.300.000
	28.600.000
	30.450.000
	36.600.000
	         55.000.000 
	         65.000.000 

	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
	-
	12.300.000
	14.500.000
	15.300.000
	17.000.000
	20.500.000
	       136.000.000 
	       146.000.000 

	JUMLAH TOTAL
	1.949.467.000
	1.992.650.000
	66.200.000
	2.017.050.000
	2.030.400.000
	2.051.900.000
	2.396.000.000
	2.559.000.000




c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa
Dengan    diberlakukannya    anggaran    kinerja,    maka    dalam penyusunan  APB  Desa  dimungkinkan  adanya  defisit  maupun  surplus.
Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan  dengan belanja, sedangkan  surplus  terjadi  ketika  pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Penerimaan Pembiayaan. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang terjadi setiap tahun anggarannya.




BAB V
PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF 
BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG 


Berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Kalipelus yang telah melalui proses dan tahapan penyusunan RPJMDesa yakni: pembentukan tim penyusun RPJMDesa; penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; pengkajian keadaan Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;  penyusunan rancangan RPJMDesa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan penetapan RPJMDesa maka untuk rincian program kegiatan indikatif berdasarkan Bidang, dan Sub Bidang dalam Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipelus Tahun 2020-2027 adalah dalam Bidang penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, dengan rincian sebagai berikut ini:

	RINCIAN JENIS KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG 
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KALIPEUS TAHUN 2020 - 2025

	No
 
	Bidang/ Jenis Kegiatan
	Lokasi 
(
RT/ 
RW/ Dusun)
 
	Pra-kiraan Volume
 
	Sasaran
/ 
Manfaat
 
	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)
	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Prakiraan Pola Pelaksanaan

	
	Bidang
 
	 
 
	Sub Bidang
 
	Jenis Kegiatan
 
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Jumlah
(Rp)
 
	Sumber ( APBN/ APBD I/ APBD II
/ APBDesa )
	Swa-kelola
 
	Kerja-
sama Antar Desa
 
	Kerja-
sama Pihak Ketiga
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	
	
	
	

	a
	B
	c.
	d
	e
	f
	G
	h
	I
	j
	k
	l
	m
	N
	o
	p
	q
	r
	s

	1
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	a.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	b.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	c.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	d.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	e.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	f.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	g.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	dst
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Per Bidang 1
	 
	 
	 
	 
	                   - 
	 
	 
	 
	 

	2
	Pembangunan Desa
	a.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	b.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	c.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	d.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	e.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	f.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	g.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	h.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	dst
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Per Bidang 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Pembinaan Kemasyarakatan
	a.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	b.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	c.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	d.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	e.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	f.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dst
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Per Bidang 3
	 
	 
	 
	 
	                    
	 
	 
	 
	 

	4
	Pemberdayaan Masyarakat
	a.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	b.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	c.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	e.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dst.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Per Bidang 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
	a.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jumlah Per Bidang 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH TOTAL SEMUA BIDANG
	 
	 
	 
	 
	                   - 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



BAB VI
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA



Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program kegiatan dalam sub Bidang maupun Bidang. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Review RPJMDesa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
Indikator  Kinerja  yang  ingin  dicapai  dalam Review RPJMDesa Kalipelus pada  tahun  2020 sampai dengan tahun 2027  meliputi  hal-hal sebagai berikut  :





	
	
	
Matrik Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	
	
	

	
	
	Review RPJMDesa Kalipelus Kecamatan Purwanegara  Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2027
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	INDIKATOR KINERJA 
	SATUAN
	KONDISI CAPAI-AN KINERJA TAHUN
	TARGET
CAPAIAN KINERJA
TAHUN

	
	
	
	2018
	2020
	2021
	2022
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Tersedianya sarana perkantoran/ pemerintahan Desa
	%
	80
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	100

	
	
	2.Terkelolanya Aset Desa
	%
	80
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	100

	
	Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Kepemilikan KTP-el 
	%
	75
	80
	90
	90
	90
	90
	90
	100

	
	
	2.Rasio bayi berakte kelahiran
	%
	80
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	100

	
	
	3.Rasio Pasangan berakte nikah
	%
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	100

	
	
	4.Pengelolaan Arsip secara Baik
	%
	85
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Tersedianya Perdes RPJMDesa
	Dokumen
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada

	
	
	2.Tersedianya Perdes RKPDesa
	Dokumen
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada

	
	
	3.Tersedianya Perdes APBDesa
	Dokumen
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada

	
	
	4.Tersedianya Perdes LPJ APBDesa
	Dokumen
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada

	
	
	5.Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDesa, AMJ dan ILPPDesa
	Dokumen 
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada
	ada

	
	
	6.Meningkatnya Jumlah PADesa
	Rp. Juta
	352.500.000
	353.670.000
	360.800.
000
	372.600.
000
	375.650.
000
	379.500.000
	383.550.000
	390.450.000

	
	Sub Bidang pertanahan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Sertifikasi Tanah Kas Desa/Bengkok
	Bidang
	belum
	belum
	sudah
	sudah
	sudah
	sudah
	sudah
	sudah

	
	
	2.Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	%
	Lunas
	Lunas
	Lunas
	Lunas
	Lunas
	Lunas
	Lunas
	Lunas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BIDANG  PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang Pendidikan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik
	%
	Belum ada
	Belum ada
	Belum ada
	Belum ada
	Belum ada
	Belum ada
	Belum ada
	Belum ada

	
	
	2. Fasilitas Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa dalam kondisi baik
	%
	Belum ada
	Belum ada
	Belum ada
	Belum ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang Kesehatan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Persentase Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif
	%
	95
	99
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	2.Menurunnya Angka Kematian Bayi
	Kasus
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3.Menurunnya Angka Kematian Balita
	Kasus
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4. Menurunnya Balita Gizi Buruk
	Kasus
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5.Menurunnya Angka Kematian Ibu 
	Kasus
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6.Fasilitas Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik
	
%
	80
	90
	90
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Panjang jalan Desa dalam kondisi baik
	%
	75
	85
	95
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	2.Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman
	%
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang Kawasan Permukiman
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Rasio Rumah Layak Huni
	%
	90
	90
	90
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	2.Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai
	%
	85
	90
	95
	95
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.Rasio Rumah memiliki akses Jamban Sehat
	%
	80
	85
	90
	95
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Bertambahnya Penghijauan/ pelestarian lingkungan hidup
	%
	85
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	
	
	2.Persentase Penanganan Sampah
	%
	80
	90
	95
	95
	100
	100
	100
	100

	
	Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Persentase Warga Desa yang bisa mengakses jaringan internet
	%
	90
	95
	98
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	2.Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster/baliho informasi APBDesa dan/atau APBDesa) untuk warga dan lain-lain
	Dokumen
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	
	Sub Bidang energi dan sumber daya mineral
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna di Desa
	Jenis
	Belum
	Belum
	1
	1
	1
	2
	2
	2

	
	Sub Bidang Pariwisata Desa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Kunjungan Wisatawan ke Desa
	Orang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT DESA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas
	Kegiatan
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	2.Pengadaan Seragam LINMAS
	Paket
	10 Stell
	-
	10 Stell
	-
	10 Stell
	-
	10 Stell
	-

	
	
	3.Sosialisasi dan Pelatihan bagi LINMAS
	Kegiatan
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	4.Pemberian Insentiv LINMAS
	Jml ( Rp )
	4.000.000
	4.000.
000
	4.000.
000
	4.000.
000
	4.000.
000
	4.000.
000
	4.000
.000
	4.000.
000

	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Populasi Kambing/Domba
	Ekor
	42
	46
	49
	52
	58
	63
	68
	73

	
	
	2.Populasi Sapi
	Ekor
	22
	25
	25
	28
	32
	37
	42
	52

	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaran Desa
	Kegiatan 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	2.Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kader Kesehatan Masyarakat Desa
	Kegiatan
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	3.Terfasilitasinya Kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangun Desa
	Kegiatan
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Penyandang Cacat (difabel / disabilitas) dan eks trauma yang mendapatkan pelayanan sosial dasar
	Orang
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	
	2. Penanganan Keluarga Miskin  (BDT) 
	Rumah Tangga Miskin
	519
	519
	519
	519
	519
	519
	519
	519

	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Jumlah UMKM di Desa
	Usaha
	3
	4
	6
	8
	8
	8
	8
	8

	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.Terbentuknya BUMDesa 
	Jenis Usaha
	1.ATK 
2.FOTOCOPY
	1.ATK 
2.FT.COPY
3.PENCETAKAN
4.TOKENPULSA
	1.ATK 
2.FTCOPY
3.PENCETAKAN
4.TOKEN PULSA
5.PERTOKOAN DESA
	1.ATK 
2.FTCOPY
3.PENCETAKAN
4.TOKEN PULSA
5.PERTOKOAN DESA
6.ISI ULANG AIRKEMASAN
	



1.ATK 
2.FTCOPY
3.PENCETAKAN
4.TOKEN PULSA
5.PERTOKOAN DESA
6.ISI ULANG AIRKEMASAN









7.MBIL ENGANGKU SAMPAH
	


1.ATK 
2.FTCOPY
3.PENCETAKAN
4.TOKEN PULSA
5.PERTOKOAN DESA
6.ISI ULANG AIRKEMASAN







7.MBIL ENGANGKU SAMPAH
8.USAHA SIM PIN
	


1.ATK 
2.FTCOPY
3.PENCETAKAN
4.TOKEN PULSA
5.PERTOKOAN DESA
6.ISI ULANG AIRKEMASAN







7.MBIL ENGANGKU SAMPAH
8.USAHA SIM PIN
	


1.ATK 
2.FTCOPY
3.PENCETAKAN
4.TOKEN PULSA
5.PERTOKOAN DESA
6.ISI ULANG AIRKEMASAN







7.MBIL ENGANGKU SAMPAH
8.USAHA SIM PIN

	
	DST.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




BAB VII
PENUTUP


1. Pedoman Transisi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kalipelus Tahun 2020-2025 merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun mendatang yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022. RPJMDesa ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan rujukan yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPJMDesa Tahun 2020-2025 akan dijabarkan menjadi RKPDesa  yang merupakan pedoman dalam  penyusunan APBDesa. Sehingga apabila Kepala Desa terpilih baru pada tahun 2019 sudah akan mulai menerapkan RPJMDesa dalam APBD Desa Tahun 2020 maka dapat menggunakannya dengan melakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 dan perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Program kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang dan Bidang yang terdapat dalam RPJMDesa Tahun 2020-2025, khususnya yang terdapat di tahun 2021.
Selain itu, pedoman transisi yang disusun terpadu dalam RPJMDesa Tahun 2020-2025 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Desa dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan Desa, khususnya untuk tahun 2026 maupun 2027 apabila ada Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang di Kabupaten Banjarnegara. Program kegiatan Pembangunan Desa tahun transisi berdasarkan Bidang dan Sub Bidang tahun terakhir RPJMDesa ini yaitu pada tahun 2026, dengan penyesuaian target capaian sesuai dengan capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu Penjabat Kepala Desa yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkades dalam penyusun RKPDesa tahun 2026 maupun APBDesa Tahun 2026.

2. Kaidah Pelaksanaan 
RPJMDesa Kalipelus Tahun 2020-2025 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah Desa maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMDesa Kalipelus Tahun 2020-2025 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:
1. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Bidang dan sub Bidang dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Desa Kalipelus
3. Seluruh Seksi dan Urusan dengan dibantu oleh perangkat Desa yang lain di Lingkungan Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakat



Desa yang ada untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya dan kelengkapan lainnya sesuai dengan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang sebagai pedoman dalam menyusun RKPDesa maupun APBDesa.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDesa, Sekretaris Desa berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMDesa terhadap RKPDesa Kalipelus Tahun 2020 sampai tahun 2027, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 8 (delapan) tahunan.
5. Substansi RPJMDesa digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran 1 (satu) tahun maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Desa 8 (delapan) tahun.

[bookmark: _GoBack]Demikian   RPJMDesa   Kalipelus     Tahun 2020-2027  ini   dibuat   untuk   menjadi pedoman dalam   pelaksanaan   Pembangunan   di   Desa   Kalipelus Kecamatan Purwanegara  Kabupaten Banjarnegara mulai Tahun 2020-2025  yang selanjutnya     setiap     tahun akan   dijabarkan   dalam   RKP   Desa   dan menjadi dasar dalam Penyusunan APBDesa.
Akhirnya semoga Alloh Subahanahu Wa Ta’ala  meridhai serta memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan RPJMDesa ini demi mewujudkan Kesejahteraan Warga Desa Kalipelus pada khususnya dan Warga Indonesia pada umummnya. Aamiin.


Kepala Desa Kalipelus
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A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDesa 

[image: Garuda Hitam.bmp]
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA……………………………... 
NOMOR :        /        TAHUN 20……..

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA............ KECAMATAN............. KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025

KEPALA DESA………………………………., 

	Menimbang :
	a. bahwa  untuk   melaksanakan kentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa…………… tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.... Kecamatan......Kabupaten..... Tahun……………;


	Mengingat   :
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);





4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ........ Tahun ........... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun ........ Nomor ......);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ........ Tahun ...... tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun ...... Nomor ......);



15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor .......... Tahun 20.. tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 20... Nomor ..);
16. [bookmark: _Hlk502136771]Peraturan Desa ................ Nomor....... Tahun ......... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun .. -..... (Lembaran Desa ........................... Tahun ... Nomor ..);
17. Peraturan Desa .......... Nomor ….. Tahun .... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ..........  (Lembaran Desa ......... Tahun ...... Nomor …..);
18. Peraturan Desa .......... Nomor ….. Tahun ......... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun ........  (Lembaran Desa ........................... Tahun ...... Nomor …..);



MEMUTUSKAN :
Menetapkan 	:
KESATU	:Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa............ Kecamatan............. Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJMDesa; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

KETIGA	:Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ……….

KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di ..................
pada tanggal	..................... 
KEPALA DESA ...........



NAMA LENGKAP (tanpa gelar)












LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA…………
NOMOR	
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA............ KECAMATAN............. KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN 
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA............ KECAMATAN............. KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020-2025
	NO.
	NAMA
	JABATAN DALAM DINAS
	JABATAN DALAM TIM
	BESARNYA HONORARIUM
(Rp.)
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	Kepala Desa
	Pembina
	200.000
	Diberikan sebanyak sebanyak .... (...) kali, dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	2
	
	Sekretaris Desa
	Ketua
	150.000
	

	3
	
	Ketua LP3M
	Sekretaris
	135.000
	

	4
	
	Perangkat Desa
	Anggota
	115.000
	

	5
	
	Anggota LP3M
	Anggota
	115.000
	

	6
	
	KPMD
	Anggota
	115.000
	

	7
	
	Unsur Perempuan
	Anggota
	115.000
	

	dst
	
	
	
	
	

	11.
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NAMA TERANG 
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